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ABSTRAK 
 
Jihan Fauziah (2019): Pemberian Asuransi Terhadap Kecelakaan 
Pengguna Jasa Angkutan pariwisata Berdasarkan 
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang 
Pariwisata Di Pulau Angso Duo Pariaman 
Sumatera Barat. 
 
Pariwisata merupakan salah satu daya tarik suatu daerah ,yang 
menawarkan berbagai macam objek wisata salah satunya yang terletak di Pulau 
Angso Duo Pariaman Sumatera Barat. Untuk menikmati keindahan di Pulau 
Angso Duo, pengunjung/wisatawan menggunakan alat transportasi Kapal Motor 
untuk menuju pulau,  dalam pemberian jasa pelayanan pengangkutan yang 
diberikan oleh jasa pengangkut belum  sesuai dengan jaminan kesalamatan yang 
telah ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomormor 9 Tahun 2010 Tentang 
Pariwisata. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pemberian 
Asuransi Terhadap Kecelakaan Pengguna Jasa Angkutan di Pulau Angso Duo 
Pariaman Sumatera Barat dan apa saja faktor penghambat Pemberian Asuransi 
terhadap kecelakaan pengguna jasa angkutan di Pulau Angso Duo Pariaman 
Sumatera Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu 
penelitian yang menggunakan pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum 
dimasyarakat. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan kota Pariaman Sumatera Barat, Kepala Seksi PT Jasa Raharja, dan 
pemilik Kapal Motor jumlah sample 14 dengan menggunakan teknik purposif 
sampling 
Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pemberian asuransi terhadap 
kecelakaan pengguna jasa angkutan di Pulau Angso Duo Pariaman Sumatera 
Barat belum terlaksana dengan baik. hal ini di sebabkan belum terlaksananya 
Pemberian asuransi ini karena masih banyaknya kapal-kapal yang belum terdaftar 
di dinas pariwisata dan kebudayaan pariaman. Kesimpulan dari penelitian ini ialah 
bahwa kurang terlaksananya Pemberian asuransi terhadap kecelakaan pengguna 
jasa angkutan di pulau angso duo Pariaman Sumatera Barat hal ini di karenakan 
adanya faktor-faktor penghambatnya. 
 
 
Kata Kunci: Pariwisata, Asuransi, Pemberian,  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar  Belakang Masalah 
Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki lebih 
dari 1800 pulau. Pulau-pulau itu dipisahkan oleh laut dan selat, sehingga untuk 
menghubungkan antara pulau satu dengan yang lainnya dibutuhkan sarana 
tranportasi yang memadai. Kapal laut merupakan sarana yang penting di 
dalam aktifitas hubungan antara masyarakat dari Pulau yang satu dengan 
Pulau yang lainnya, hal ini juga menyebabkan bahwa bangsa indonesia 
mendapat julukan sebagai bangsa pelaut, karena mereka telah terbiasa 
mengarungi lautan di wilayah Nusantara. 
Bukti-bukti yang menunjukan bahwa bangsa Indonesia telah 
memanfaatkan kapal–kapal sebagai sarana penting dalam transportasi laut, 
seperti yang tergambar pada relief-relief Candi Borobudur dalam bentuk 
perahu bercadik yang telah mampu berlayar sampai ke Pulau Madagaskar 
(Afrika). Juga pembuatan perahu Pinisi yang dilakuan oleh bangsa Makassar 
di Sulawesi Selatan. Teknologi pembuatan kapal di Indonesia mengalami 
perkembangan  yang sangat pesat setelah mendapat pengaruh asing. Dari para 
pelaut asing itulah bangsa Indonesia memperoleh tambahan pengetahuan 
teknologi navigasi dan pelayaran sehingga akhirnya Indonesia memiliki 
Idustri kapal yang modern. 
Transportasi telah digunakan dalam masyarakat. Hanya saja alat angkut 
yang di maksud bukan seperti sekarang ini. Sebelum tahun 1800 alat 
1
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pengangkutan yang di gunakan adalah tenaga manusia, hewan dan sumber 
tenaga dari alam
1
. transportasi sebagai dasar untuk pembangunan ekonomi dan 
pembangunan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi. Dengan adanya 
transportasi menyebabkan, adanya spesialisasi atau pembagian pekerjaan 
menurut keahlian sesuai dengan budaya, adat istiadat, dan budaya suatu 
bangsa atau daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau bangsa 
tergantung pada tersedianya pengangkutan dalam negara atau bangsa yang 
bersangkutan. 
Transportasi sebagai dasar untuk pembangunan ekonomi dan 
perkembanggan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi. Dengan adanya 
transportasi menyebabkan, adanya spesialisasi atau pembagian pekerjaan 
menurut keahlian sesuai dengan budaya adat istiadat, dan budaya suatu bangsa 
atau daerah . peranan transportasi mempunyai pengaruh besar terhadap 
perorangan, masyarakat pembangunan ekonomi, sosial politik suatu negara. 
Pengangkutan merupakan srana dan prasarana bagi pembangunan ekonomi 
negara yang bisa mendorong lajunya pertumbuhan ekonomi. Transportasi 
bermanfaat bagi masyarakat, dalam arti hasil-hasil produksi dan bahan-bahan 
baku suatu daerah dapat dipasarkan kepada perusahaan industri. 
Transportasi dalam kehidupan sekarang ini telah menjadi suatu 
kebutuhan mendasar yang sangat penting terutama untuk masyarakat 
perkotaan. Fungsi transportasi dalam aktifitas di perkotaan memiliki peranan 
penting yang berpengaruh di dalam segala aspek atau sektor kehidupan. 
                                                 
1
Abbas Salim, Manajemen Transportasi , (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Cet.12 ,h, 3. 
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Masyarakat pada umumnya sangat membutuhkan transportasi publik 
disamping kendaraan pribadi sebagai alat penunjang transportasi kegiatan 
sehari-hari untuk memenuhi kebutuhannya. 
Menurut Bowersox, Transnportasi adalah pemindahan barang atau 
penumpang dari satu tempat ke tempat lain, yang artinya sebagai perpindahan 
orang dan atau barang dengan menggunakan kendaraan, atau alat lain dari 
dan ke tempat-tempat dipisahkan secara geografis.
2
 Secara umum transpotasi 
dapat disimpulkan transpotasi adalah suatu kegiatan memindahkan sesuatu 
(orang dan/ atau barang) dari suatu tempat ke tempat lain baik dengan 
menggunakan sarana ataupun tanpa sarana.  
Dalam perpindahan menggunakan transportasi hal yang harus menjadi 
perhatian utama adalah keselamatan dari pada penumpang dan pengendara. 
Keselamatan adalah kata mutlak untuk manusia dari segala kegiatan yang 
dilakukan termasuk keselamatan transportasi baik itu transportasi darat, udara 
maupun laut.
3
 Untuk di Indonesia perihal kecelakaan masih sangat sering 
terjadi bahkan angka kecelakaan pada tahun 2018 mencapai 2.310 kecelakaan 
di seluruh moda angkutan transportasi. Pembangunan sistem transportasi 
yang belum terarah merupakan titik lemah dari pokok masalah utama tentang 
pembangunan sistem transportasi. 
Kota Pariaman adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Sumatera 
Barat, Indonesia. Kota ini berjarak sekitar 56 km dari kota Padang atau 25 km 
                                                 
2
 Suroyo, ImplementasiUndang-Undang No.22 Th 2009 TentangLaluLintas Dan 
AngkutanJalanTerhadapAngkutanUmumPenumpang/Orang Di KabutapatenSukoharjo Vol.1 , 
No.2 , (Universitas Islam Batik Surakarta: JurnalIlmuHukum, 2014), h,119 
3
 Dio Satrio Jati, Pengelolaan Program Keselamatan Transportasi Jalan Di Jalur Pantura 
Pekalongan, Vol.1 , No.2, (JurnalUndip, 2014), h,1. 
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dari Bandara Internasional Minangkabau. Kota Pariaman merupakan 
hamparan dataran rendah yang landai terletak di pantai barat Sumatera 
dengan ketinggian antara 2 sampai dengan 35 meter di atas permukaan laut 
dengan luas daratan 73,36 km² dengan panjang pantai ± 12,7 km serta luas 
perairan laut 282,69 km² dengan 6 buah pulau-pulau kecil. Kota Pariaman 
diresmikan sebagai kota otonom oleh Menteri Dalam Negeri, Hari Sabarno 
pada tanggal 2 Juli2 Juli 2002 berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 
2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Provinsi Sumatera Barat.
4
 Kota 
Pariaman berpeluang mengembangkan pariwisata di sektor bahari  karna 
memiliki letak geografis di sekitar pesisir seperti Pantai Gandoriah, Pantai 
Cermin dan Pantai Kata. selain itu juga terdapat wisata Pulau seperti Pulau 
Angso Duo. Untuk mencapai pulau  tersebut  terdapat alat transportasi yaitu 
kapal-kapal yang berlabuh di Muaro. 
Sarana wisata dapat di artikan sebagai alat, wujudnya adalah hasil 
rekayasa manusia untuk menjunjung atau memudahkan manusia untuk 
meraih tujuan. Berbagai alat atau teknologi yang sengaja di bangun untuk 
mempermudah wisatawan dan menciptakan kesenangan dan kenyamanan 
bagi wisatawan dikenal sebagai sarana wisata.
5
sarana wisata pada hakikatnya 
berbagai media , alat atau teknologi yang dapat menunjang uasaha pariwisata. 
menurut Undang-undang Nomormor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, 
dalam Pasal 14 dinyatakan, bahwa usaha pariwisata meliputi : 
                                                 
4
 https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pariaman diakses pada tanggal 20 Februari 2019 
pukul 22.05 WIB. 
5
 Gusti Bagus Arjana, Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif , (Jakarta : Rajawali 
Pers,2016) , Cet.2,  h, 69 .  
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1. Daya tarik wisata  
2. Kawasan pariwisata 
3. Jasa transportasi pariwisata  
4. Jasa perjalanan wisata  
5. Jasa makanan dan minuman  
6. Penyediaan akomodasi  
7. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi  
8. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan 
pameran  
9. Jasa informasi pariwisata  
10. Jasa konsultan pariwisata  
11. Jasa pramuwisata  
12. Wisata Tirta  
13. Spa. 
 
Wisatawan sejak berangkat dari daerah asal sampai daerah destinasi 
membutuhkan berbagai sarana untuk kelancaran perjalanan. Sarana wisata 
adalah semua bentuk benda, alat maupun teknologi yang dapat menunjang , 
mempermudah kegiatan wisatawan selama dalam perjalanan daerah asal 
sampai daerah tujuan/destinasi.
6
 moda transportasi sungai, danau/pulau 
berupa perahu atau kapal yang berukuran kecil, speed boat , Kapal Motor dan 
sebagainya.  
Perkembangan transportasi laut memiliki peluang untuk meningkatkan 
pendapatan, melalui sarana transportasi yang digunakan memungkinkan 
adanya peningkatan pelayanan yang di lakukan oleh masyarakat. peran 
transportasi sangat penting dalam sistem kepariwisataan dimana sektor 
transportasi membawa wisatawan dari asal wisatawan menuju tempat daerah 
wisatawan, pemerintah dan pemuda  Kota Pariaman telah menyediakan 
                                                 
6
 Gusti Bagus Arjana, Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, (Jakarta : Rajawali 
Pers,2016) , Cet .2 , h ,65.  
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sarana transportasi (pengangkutan) untuk mempermudah wisatawan menuju 
Pulau Angso Duo yaitu kapal boat yang siap mengantar wisatawan ke Pulau 
Angso Duo. Pengangkutan di atas ialah memindahkan barang atau orang dari 
suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna 
dan nilai Jadi, peningkatan daya guna dan nilai merupakan tujuan dari 
pengangkutan
7
. Namun banyak di temui masyarakat yang menawarkan 
jasanya untuk mengantar wisatawan tanpa memberi tiket/karcis dan juga 
pelampung . disini jelas bahwa tidak ada jaminan keselamatan dan asuransi 
bagi penumpang kapal apabila terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Dari 
ketentuan diatas adapun pihak pengelola tidak menjalankan fungsi mereka 
sebagimana yang di atur dalam undang-undang . 
Asuransi berasal dari kata verzekering (Belanda) yang berarti 
pertanggungan, istilah pertanggungan umumnya dipakai dalam literatur 
hukum kurikulum perguruan tinggi hukum Indonesia. Sedangkan istilah 
asuransi berasal dari istilah susurantie (Belanda) atau asurance (Inggris). Di 
Inggris, selain istilah assurance, juga terdapat istilah pendampingnya, yaitu 
insurance. Bila istilah assurance cenderung digunakan untuk 
mengidentifikasi jenis asuransi jiwa , maka istilah insurance digunakan untuk 
jenis asuransi kerugian (umum).
8
 Asuransi dalam sudut pandang hukum dan 
ekonomi digunakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian 
yang tidak tertentu. Asuransi di defenisikan sebagai transfer yang wajar (adil) 
atas resiko kerugian , dari suatu entitas ke entitas lain.  
                                                 
7
 Purwosutjipto, Penegrtian Pokok Hukum Dagang Indonesia , (djambatan) , Cet, 5, h. 
187. 
8
 Mulhadi, Dasar-dasar Hukum Asuransi , (Depok : Rajawali Pers ,2017.) , Cet , 1, h, 1  
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Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang( KUHD)  di sebutkan 
“Asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung 
mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu 
premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, 
kerusakan atau kehilangan keuntungan yang di harapkan yang mungkin akan 
dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu” 
Undang-undang Nomormor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha 
Perasuransian yang telah di Undangkan Pada Tanggal 11 Februari 1992 
memberikan defenisi asuransi. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian 
antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri 
kepada Usaha-usaha dalam kegiatan asuransi dan memberikan suatu dampak 
positif yang luas baik secara terbatas pada antar individu usaha anggota 
masyarakat, juga masyarakat luas.
9
 
Kecelakaan Kapal Motor pengangkut wisatawan di Kota Pariaman 
sudah terjadi beberapa kali kecelakaan dalam 3 tahun terakhir sekitar 8 kali 
kecelakaan  yang menyebabkan adanya korban yang luka-luka dan 
meninggal. Adapun pertanggung jawaban dari pihak pengelola terhadap 
korban kecelakaan tersebut berbanding terbalik dengan peraturan yang telah 
ada yang mana pada peraturan yang ada yakni 
Undang-undang Nomormor 9 Tahun 2010 Tentang Pariwisata  
Pasal 26 
Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban: 
                                                 
9
 Sri rejeki hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, (Jakarta, Sinar 
Grafika,1995) , Cet, 2 , h, 6 
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a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan 
nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; 
b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab; 
c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;  
d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan 
keselamatan wisatawan;  
e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan 
kegiatan yang berisiko tinggi;  
f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi 
setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;  
g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk 
dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;  
h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan 
pendidikan;  
i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program 
pemberdayaan masyarakat;  
j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar 
kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat 
usahanya;  
k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;  
l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;  
m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha 
kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan  menerapkan standar 
usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  Dari beberapa Undang-undang di atas , kasus 
ini lebih di khususkan kepada Pasal 26 huruf  d dan e : d. memberikan 
kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan 
wisatawan. e. Memberikan perlindungan asuransi pada usaha 
pariwisata dengan kegitan yang beresiko tinggi.
10
  
 
Fungsi dari lembaga asuransi  adalah merupakan salah satu organ dari 
masyarakat, oleh karena itu setiap lembaga tidak mungkin berdiri sendiri, dan 
sebagai organ masyarakat, maka suatu  lembaga tidak mungkin dapat berdiri 
sendiri, maka suatu lembaga juga tidak mungkin merupakan suatu tujuan 
akhir. Ia selalu masih merupakan batu loncatan bagi lembaga-lembaga lain.
11
 
Lembaga yang merupakan organ masyarakat, keberadaannya haruslah 
dalam suatu kegiatan yang memberikan pengabdian kepada masyarakat, oleh 
                                                 
10
 Undang-undang No 10 tahun 2009 tentang pariwisata  
11
Ibid, h.,7 
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karena lembaga itu selalu ada dan berada dalam masyarakat, maka ia hanya 
dapat tumbuh dan berkembang dalam masyarakat pula. pada hakikatnya suatu 
lembaga selalu melakukan tindakan bukuan untuk kepentinggannya sendiri, 
tetapi untuk memenuhi tugas-tugas sosial tertentu, yaitu untuk memuaskan 
kebutuhan khusus dari masyarakat,kelompok orang atau perorangan. 
Berdasarkan uraian di atas maka  bisa di lihat bahwa asuransi sangtlah 
penting untuk menghindari terjadinya kerugian di mana perusahaan harus 
mempunyai suatu tata kelola keselamatan dalam rangka mewujudkan 
keselamatan dan mengelola resiko kecelakaan. 
Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti 
dengan judul “Pemberian Asuransi Terhadap Kecelakaan Pengguna Jasa 
Angkutan pariwisata berdasarkan Undang-undang Nomormor 10 Tahun 
2009 Tentang Pariwisata Di Pulau Angso Duo Pariaman Sumatera 
Barat” 
 
B. Batasan Masalah  
Batasan masalah oleh penelitian ini digunakan  agar lebih terarah dan 
mendekati masalah yang diinginkan. Adapun batasan masalah yang diteliti 
yaitu  Pemberian / ganti rugi terhadap kecelakaan penggunaan jasa angkutan 
wisatawan di pulau Angso Duo Pariaman Sumatera Barat. Yang mana  
Pemberian asuransi belum terlaksana sepenuhnya  di kawasan tersebut karna 
adanya kelalaian dan ketidak tegasan dari pihak dinas pariwisata maupun 
asuransinya dan tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku , maka dari 
itu penulis tertarik untuk mengangkat judul ini sebagai judul skripsi.    
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C. Rumusan Masalah  
1. Bagaimana Pemberian asuransi terhadap kecelakaan penggunaan jasa 
angkutan di Pulau Angso Duo Pariaman Sumatera Barat?  
2. Apa faktor penghambat Pemberian asuransi terhadap kecelakaan 
pengguna jasa angkutan di Pulau Angso Duo di Kota Pariaman Sumatera 
Barat ?  
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  
1. Tujuan Penelitian  
a. Untuk mengetahui Pemberian asuransi terhadap kecelakaan 
penggunaan jasa angkutan di pulau Angso Duo Pariaman Sumatera 
Barat 
b. Untuk mengetahui perlindungan Pemberian asuransi terhadap 
kecelakaan pengguna jasa angkutan di pulau Angso Duo di Kota 
Pariaman Sumatera Barat. 
2. Manfaat Penelitian  
a. Penelitian ini untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk 
meraih Gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas 
Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. 
b. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi untuk peneliti 
selanjutnya dalam meneliti dan mengkaji mengenai . Pemberian 
asuransi terhadap kecelakaan pengguna angkutan wisata di Pulau 
Angso Duo di Kota Pariaman Sumatera Barat.   
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c. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya khazanah ilmu 
pengetahuan dalam dunia akademis khusunya dalam konsentrasi 
Hukum Bisnis. 
 
E. Metode Penelitian  
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
12
 Metode merupakan 
cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu 
pengetahuan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 
metode sebagai berikut: 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum 
sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan 
identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam 
masyarakat.
13
 Penelitian ini juga bertitik tolak dari data primer  yaitu data 
yang diperoleh langsung yang dilakukan baik melalui observasi maupun 
wawancara. 
Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang 
bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan 
gejala, kelompok tertentu untuk menemukan penyebaran suatu gejala 
dengan gejala lainnya dalam masyarakat.
14
 
                                                 
12
Sugianto, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 
2012) , h, 2. 
13
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta :  UII Press , 1982), h, 51.  
14
 Amiruddin Dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Rajawali 
Pers, 2010), h, 25. 
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2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Pariaman Alasan penulis 
memilih tempat tersebut karena lokasi tersebut memenuhi kriteria syarat 
permasalahan penelitian. 
3. Populasi dan Sampel  
Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau 
objek yang menjadi peneitian.
15
 Populasi dapat berupa himpunan orang, 
benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, tempat atau ciri atau sifat 
yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah penumpang , pemilik 
Kapal Motor dan kantor asuransi. 
Sample yang digunakan dalam penelitian ini yakni kepala dan 
skretaris dinas pariwisata 2, kepala asuransi 2  pemilik Kapal Motor yang 
berjumlah 10 orang dan wisatawan berjumlah 5 orang. 
 
No Responden Populasi Sampel Persentase  
1 Kepala dan Sekretaris Pariwisata  2 2 100% 
2 Kepala Asuransi 2 2 100% 
3 Pengelola  Wisata/ Pengelola 
kapala motor di Pulau Angso 
Duo   
10 5 50% 
 Wisatawan  10 5 50% 
Jumlah 24 14  
Sumber Data: Data Penelitian 2019 
Dalam penelitian ini ada tiga jenis data yang digunakan oleh 
peneliti, antara lain: 
a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, 
baik melalui wawancara maupun observasi yang kemudian diolah 
                                                 
15
 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), h,98. 
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oleh peneliti.
16
 Data primer dalam penelitian ini ialah subjek dari 
penelitian yakni pemilik kapal, penumpang dan karyawan 
asuransi/Dinas pariwisata  
b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 
resmi, buku-buku, laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan 
perundang-undangan serta tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan 
dengan pelaksanaan pembayran asuransi keselamatan angkutan 
pengguna jasa angkutan wisata.
17
 
c. Data Tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum 
primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus Bahasa 
Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia, 
Majalah, Surat Kabar.
18
 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, 
metode yang peneliti gunakan adalah: 
a. Observasi atau pengamatan adalah kegiatan pengumpulan data 
penelitian dengan cara melihat langsung objek penelitian yang 
menjadi fokus penelitian.
19
 Kegiatan yang akan diobservasi dalam 
penelitian ini ialah mengenai Pemberian asurasni terhadap kecelakan 
penggunan jasa angkutan wisata pulau Angso Duo di Kota Pariaman 
Sumatera Barat dalam menjalankan kegiatan usahanya. 
                                                 
16
 Zainuddin, Op.Cit, h,30. 
17
 Ibid, h.106. 
18
 Ibid, h.106 
19
 Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2007), h,114. 
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b. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan 
bertanya langsung pada yang diwawancarai.
20
 Dalam penelitian ini, 
yaitu dengan cara mempertanyakan secara langsung kepada pemilik 
kapal, penumpang, dan beberapa karyawan asuransi 
mengenaiPemberian asuransi terhadap kecelakaan pengguna jasa 
angkutan wisata dalam menjalankan kegiatan usahanya. 
c. Studi Kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa 
atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat 
memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh 
peneliti dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan 
dan buku-buku yang berkaitan dengan sistem manajemen 
keselamatan angkutan umum.
21
 
5. Analisis Data 
Dalam rangka menyusun dan menganalisa, maka digunakan 
analisis hukum dalam upaya memperoleh kesimpulan dari penelitian 
yang dilakukan terhadap semua data yang diperoleh dari hasil penelitian 
tersebut. Analisis yang akan digunakan adalah analisis kualitatif yaitu 
analisis yang menggunakan uraian kalimat, tidak menggunakan statistik 
tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar 
hukum dan pendapat peneliti sendiri, sehingga akhirnya dapat menarik 
sebuah kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan. 
                                                 
20
Ibid,h,108 
21
Ibid, h, 101 
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Menurut Sukmadinata dalam bukunya Dasar Penelitian Kualitatif 
adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi 
jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang 
diintrepretasikan oleh setiap individu. Penelitian kualitatif mengkaji 
perspektif dengan strategi–strategi yang bersifat interaktif dan 
fleksibel.Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena–
fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.
22
 
F. Sistematika Penulisan 
BAB I  PENDAHULUAN 
Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan 
sistematikan penulisan. 
BAB II  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
Dalam bab ini penulis akan memberikan gambaran umum  yang 
berisi mengenai sejarah, visi misi, struktur organisasi dan 
gambaran jumlah wisatawan. 
BAB III  TINJAUAN PUSTAKA 
Berisi tinjauan umum tentang pengertian pariwisata, pengertian 
asuransi dan mengenai sistem manajemen keselamatan pada 
angkutan umum. 
 
 
                                                 
22
Http // Metode Penelitian Kualitatif // Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 15 Februari 
2019, Jam 15.03. 
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BAB IV  HASIL PENELITIAN 
Bab ini akan membahas Pemberian asuransi terhadap kecelakaan 
penggunan jasa angkutan wisata di pulau Angso Duo Kota 
Pariaman Sumatera Barat  
BAB V  PENUTUP 
Berisikan kesimpulan dan saran-saran. 
17 
 
 
BAB II 
TINJAUAN UMUM 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Sejarah Singkat Kota Pariaman 
Kota Pariaman merupakan wilayah pemekaran dari kabupaten 
padang Pariaman yang terbentuk berdasarkan Undang-undang  Nomor 12 
tahun 2002. Secara geografis Kota Pariaman terletak di pantai barat pulau 
Sumatera dan berhadapan langsung dengan samudera Indonesia. Kota 
Pariaman pada sisi utara, selatan timur berbatasan langsung dengan 
kabupaten padang-Pariaman dan sebelah barat berbatasan langsung 
dengan samudera Indonesia. 
Kota Pariaman terdiri dari 4 (empat) kecamatan, Pariaman utara, 
Pariaman tenggah, selatan dan timur. Kecamatan Pariaman tengah 
memiliki luas terkecil yaitu 16,68 km2 dan kecamatan Pariaman utara 
tercatat memiliki wilayah yang paling luas, yaitu 23,35 km2, sedangkan 
Pariaman selatan dengan luas wilayah 16,82 km2, kemudian kecamatan 
Pariaman timur juga memiliki wilayah seluas 17,51 km2. 
Kota praiaman adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi 
Sumatera Barat, Indonesia . kota ini berjarak sekitar 56 km dari kota 
padang atau 25 km dari bandara internasional minangkabau. Kota 
Pariaman merupakan hamparan dataran rendah yang landau terletak di 
pantai barat Sumatera Barat dengan ketinggian antara 2 sampai dengan 
35 meter di atas permukaan laut dengan luas daratan 73,36 km dengan 
17
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panjang pantai lebih kurang 12,7 km serta luas perairan 282,69 km 
dengan 6 buah pulau-pulau kecil.
23
 Kota Pariaman di resmikan sebagai 
kota otonom oleh mentri dalam negeri, Hari Sabrno pada tanggal 2 juli 
2002.
24
 
Kota Pariaman juga identik dengan kota yang di kelilingi pantai , 
rata-rata ketinggian wilayahnya berada pada kisaran 0-15 meter dari 
permukaan laut secara keseluruhan panjang garis pantai yang dimiliki 
adalah sepanjang 12 km2, kecuali kecamatan Pariaman Timur, semua 
kecamatan memliki wilayah yang berbatasan dengan laut. Selain itu, 
Kota Pariaman juga dilewati oleh 3 (tiga) sungai. Nama-nama sungai 
tersebut adalah batang Pariaman (12 km), batang manggung (11,50) dan 
batang manggau (11,80). 
Kota Pariaman ini termasuk kota yang mempunyai tempat wisata 
yang cukup indah. Kota Pariaman ini fokus membenahi dan 
mengembangkan sektor pariwisata bahari secara berkesinambungan 
karena memiliki pantai landai dengan pesona yang indah. Objek wisata 
pantai Pariaman diantaranya yang paling terkenal adalah pantai 
gondoriah yang berlokasi di depan stasiun kereta api Pariaman. Bila 
bicara tentang pantai, mungkin bali dan lombok menjadi salah satu 
wilayah yang paling banyak di kunjungi oleh para wisatawan. Namun 
Sumatera Barat juga memiliki pantai yang tidak kalah eloknya dengan 
kedua pulau di indonesia lainnya . pantai Angso Duo di Pariaman 
                                                 
23
 Http:id.Pemda Kota_Pariaman diakses pada tanggal 20 Februari 2019 pukul 19.10 Wib 
24
 Http:id.wikipedia.org/wiki/kota_Pariaman diakses pada tanggal 20 februari 2019 pukul 
22.05 wib  
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merupakan salah satu yang paling terkenal dan banyak di kunjungi oleh 
para wisatawan lokal dan juga domestik lainnya dengan keindahan yang 
tidak bisa di bandingkan . salah satu pulau yang wajib di kunjungi adalah 
pantai Angso Duo di Pariaman pemandangan yang indah menjadi salah 
satu daya tarik wisatawan mengunjungi lokasi ini. Selain itu, akses 
transportasinya ada berupa Kapal Motor.  
Dibandingkan dengan wisatawan domestik, yang sering datang 
berkunjung ke pantai ini justru dari luar kota dan Provinsi Sumatera 
Barat tentunya. Meski demikian, ada pula beberapa wisatawan asing 
yang datang menuju tempat ini karena sudah pernah mendengar berita 
mengenai keindahan Angso Duo ini seperti Jerman, Belanda, Romania, 
Cina maupun Bangladesh.  
Lokasi pantai ini adalah 65 km dari kota padang dan anda bisa 
menggunakan berbagai macam transportasi mulai dari sepeda motor dan 
mobil. jika menggunakan mobil , maka anda bisa berangkat dari pantai 
gandoriah dan kemudian dilanjutkan lagi denggan naik Kapal Motor. 
sampai di pulau Angso Duo tersebut juga tersedia beberapa penginapan 
sederhana di sekitar wilayah ini dengan fasilitas yang cukup lengkap. 
2. Visi dan Misi 
Visi pembangunan Kota Pariaman jangka menengah tahun 2013-
2018 adalah “Pariaman sebagai kota tujuan wisata dan ekonomi 
kreatif berbasis lingkungan, budaya dan agama” 
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Misi pembangunan Kota Pariaman  
a. Membangun sumber daya manusia yang berkompetensi , berbudaya , 
beriman dan bertaqwa melalui penguasaan iptek serta memiliki etos 
kerja yang tinggi  
b. Penguatan struktur perekonomian melalui peningkatan daya saing 
pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan potensi daerah  
c. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta 
mampu mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri; 
d. Optimalisasi hasil pembangunan dan saran dan prasarana daerah 
menunjang peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan 
kelestarian lingkungan, kesesuaian tata ruang dan mitigasi bencana.
25
 
3. Gambaran Umum Dinas Pariwisata Kota Pariaman 
Sesuai dengan perda Nomor 3 tahun 2008 tentang organisasi dan 
tata kerja lembaga teknis daerah dinas kebudayaan dan pariwisata adalah 
segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusaha 
objek yang meningkat dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang 
terkait dengan bidang tersebut. Kebudayaan merupakan totalitas daripada 
perwujudan, aktualisasi, ekpresi, ideal atau gagasan yang berkembang 
dan hidup dalam masyarakat baik yang bergerak maupun tidak bergerak 
termasuk di dalamnya antara lain; karya pentas, kerajinan, peninggalan 
sejarah purbakala serta kehidupan sosial masyarakat.
26
 
Dinas kebudayaan dan pariwisata mempunyai tugas pokok yaitu 
sebagai unsur pelaksanaan bidang pariwisata dan kebudayaan yang 
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26
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bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman. Sedangkan fungsi dinas 
pariwisata dan kebudayaan Kota Pariaman adalah: 
a. Menyusun dan merumuskan kebijakan teknis sebagai pedoman 
untuk penyelenggaraan program pariwisata dan kebudayaan; 
b. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan 
program pariwisata dan kebudayaan; 
c. Pembinaaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepariwisataan dan 
kebudayaan. 
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4. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota 
Pariaman 
 
 
  
KEPALA DINAS 
(Alfian S.Sos) 
 
SEKRETARIS 
(Lia Lestari, S.T) 
KASUBAG UMUM DAN 
PROGRAM 
(Hj. Rosnani, S.Sos.) 
KASUBAG KEUANGAN 
(Nessie S.E) 
KABID. PROMOSI DAN 
KERJASAMA PARIWISATA 
(Drs. Anwar M.M) 
 
KABID. SENI DAN BUDAYA 
(Salmi S.E) 
KABID. DESTINASI DAN DAYA 
TARIK WISATA 
(Kusmadia Masri) 
KASI KERJASAMA 
PARIWISATA 
(Defi Hastuti, S.E) 
KASI PENGELOLAAN 
KEKAYAAN SENI DAN 
BUDAYA 
(Dani Satria Marga S.T) 
KASI PROMOSI PARIWISATA 
(Nini Sria Fivria S.Kom) 
KASI SEJARAH TRADISI DAN 
KESENIAN 
(Desi Fitria Yusni, S.s) 
 
KASI PENGEMBANGAN 
OBJEK DAN DAYA TARIK 
WIATA 
(Hendri Chaniago S.T) 
KASI PENGEMBANGAN SDM, 
KERJASAMA DAN INVESTASI 
PARIWISATA 
(Riswandy S.E) 
STAFF 
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5. Pulau Angso Duo 
Pulau Angso Duo merupakan salah satu destinasi wisata yang 
berada di Kota Pariaman, pulau ini terletak di kecamatan Pariaman 
Tengah. Ada suatu Pantun yang sering diutarakan oleh orang minang 
terkait dengan keberadaan pulau Angso Duo yaitu. 
“Pulau Pandan jauh di tengah di baliak pulau si Angso Duo, hancua 
badan di kanduang tanah, budi baiak takana juo” 
Artinya: walaupun sudah tidak ada di dunia budi baik akan tetap di 
kenang selamanya.  
Sudah sekian lama pulau Angso Duo menjadi sastra lisan 
Minangkabau, tetapi tidak banyak yang tau akan potensi dan pesonanya. 
Menjelajahi pulau ini dapat di mulai dari dermaga pantai Gandoriah 
dengan menggunakan transportasi berupa Speed boat (Kapal Motor), 
Kapal Motor dengan muatan maksimal 20 penumpang yang dikenakan 
tarif 40.000/orang, dengan waktu tempuh 15 menit. Di pulau terdapat 1 
surau bernama surau Katiak Sangko dan sebuah kuburan panjang, yang 
panjangnya hingga 4,5 meter beberapa penginapan.
27
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 Wawancara Bersama salah satu tokoh di Pariaman ,tanggal 22 Agustus 2019,pukul 
09:30 Wib. 
  
BAB III 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan tentang Asuransi   
1. Sejarah Perasuransian  
Pada zaman kebesaan yunani di bawah kekuasaan alexsander 
thegread (356-323 bc) seorang pembantunya yang bernama antimenes 
memerlukan sangat banyak uang guna membiayai pemerintahaannya  
pada waktu itu. Untuk mendapatkan uang tersebut antimenes 
mengumumkan kepada para pemilik budak belian supaya mendaftarkan 
budak-budaknya dan membayar sejumlah uang tiap tahun kepada 
antimenes. Sebagai imbalannya, antimenes menjanjikan kepada mereka 
jika ada budak yang melarikan diri, maka dia akan memerintahkan 
supaya budak itu di tangkap,atau jika tidak dapat di tangkap, di bayar 
dengan sejumlah uang sebagai gantinya. 
28
 
Apabila ditelaah dengan teliti, uang yang di terima oleh 
antimenes dari pemilik budak itu adalah semacam premi yang di terima 
dari tertanggung, sedangkan kesanggupan antiemenes utuk menanggkap 
budak yang melarikan diri atau membayar ganti kerugian karena budak 
yang hilang adalah semacam resiko yang dipikul oleh penanggung. 
Perjanjian ini mirip dengan asuransi kerugian. Demikianlah kesimpulan 
yang dapat di ambil dari uraiaan scletema dalam bukunya yang berjudul 
verzekeringsrecht. 
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Selanjutnya,  Schltema menjelaskan bahwa pada zaman yunani 
banyak juga orang yang meminjamkan sejumlah uang kepada pemerintah 
kota praja denga janji bahwa pemilik uang tersebut di beri bunga setiap 
bulan smpai wafatnya dan setelah  wafat diberi bantuan biaya 
penguburan. Jadi, peranjian ini mirip denga asuransi jiwa. Bedanya 
hanya pada Pemberian premi dan santunan. Pada asuransi jiwa , 
tertanggung yang membayar premi setiap bulan, bila terjadi kematian 
atau asuransi jiwa berakhir tanpa kematian. Tertanggung memperoleh 
Pemberian bagi penanggung. Pada pinjaman pemerintah kota praja, 
pemerintah membayar bunga setiap bulan kepada pemilik uang serta 
biaya penguburan bila pemilik uang meninggal dunia.  
Perjanjian seperti ini terus berkembang pada zaman romawi 
sampai kira-kira tahun ke 10 sesudah masehi. Pada waktu itu di bentuk 
semacam perkumpulan (colegium). Setiap anggota perkumpulan harus 
membayar uang pangkal dan uang iuran. Apabila ada anggota 
perkumpulan yang meninggal dunia, perkumpulan memberikan bantuan 
biaya penguburan yang di sampaikan ahli warisnya. Apabila ada anggota 
perkumpulan yang pindah ketempat lain, perkumpulan memberikan 
biaya perjalanan. Apabila ada perkumpulan yang mengadakan upacara 
tertentu, perkumpulan memberikan bantuan biaya upacara.  
Apabila di telaah dengan teliti, maka dapat dipahami bahwa 
perjanjian, perjanjian tersebut merupakan peristiwa hukum permulaan 
dari perkembangan asurasi kerugian dan asuransi jumlah. 
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Peristiwa-peristiwa hukum yang teelah di uraiakan di atas terus 
berkembang pada Abad pertengahan. Di Inggris sekelompok orang yang 
mempunyai profesi sejenis membentuk 1(satu) perkumpulan yang 
disebut gilde. Perkumpulan ini mengurus kepetingan anggoota-
anggotanya dengan janji apabila ada anggota yang kebakaran rumah, 
gilde akan memberikan sejumlah uang yang di ambil dari dana gilde 
yang terkumpul dari anggota-anggota. Perjanjian ini banyak terjadi pada 
Abad ke-9 dan mirip denga asurasi kebakaran.
29
 
Perkembanggan usaha perasuransian mengikuti perkembangan 
ekonomi masayarakat. Makin tinggi pendapatan perkapita, makin mampu 
masyarakat memiliki harta kekayaan dan makin dibutuhkan pula 
perlindungan keselamatannya dari ancaman bahaya. Karena pendapatan 
masyarakat meningkat, maka kemampuan membayar premi asuransi juga 
meningkat. Dengan demikian  usaha perasuransian juga berkembang 
pesat. Kini banyak sekali jenis asuransi yang berkembang dalam 
masyarakat yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa , dan asuransi 
sosial yang diatur dalam berbagai undang-undang. Khusus mengenai 
asuransi sosial bukan di dasaran pada perjanjian, melainkan di atur 
dengan undang-undang sebagai asuransi wajib (compulsory insurance).
30
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2. Pengertian Asuransi   
Verzekering (bahasa belanda) disebut pula dengan asuransi atau 
juga berarti pertanggungan.ada 2 pihak yang terlibat di dalam asuransi 
yaitu :yang satu sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain 
akan mendapat penggantian suatu kerugian yang mungkin akan ia derita 
sebagai akibat suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau 
semula dapat ditentukan saat aan terjadi. 
Di dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 
(KUHD) disebut bahwa “Asuransi atau pertanggungan adalah  suatu 
perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada 
seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi,untuk memberikan 
penggantian kepadanya karna suatu kerugian kerusak atau kehilangan 
keuntungan yang di harapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu 
peristiwa yang tak tertentu.
31” 
Nyatalah bahwa dari pengertian Pasal 246 Kitab Undang-Undang 
Hukum Dagang  (KUHD) itu dapat disimpulkan adanya 3(tiga) unsur 
dalam asuransi , ialah: 
a. Pihak tertanggung atau dalam bahasa belanda disebut dengan 
“verzekering”, sekaligus atau berangsur-angsur 
b. Pihak penanggung mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah 
uang kepada pihak tertanggung, sekaligus atau berangsur-agsur apabila 
maksud unsur ke3 berhasil 
c. Suatu kejadian yang semula belum jelas terjadi.
32
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3. Fungsi Lembaga Asuransi  
Lembaga merupakan salah satu organ masyarakat,oleh karena itu 
setiap lembaga tidak mungkin berdiri sendiri dan sebagai organ 
masyarakat, maka lembaga itu ada dan berada di dalam masyarkat. 
Lembaga yang merupakan organ masyarakat, keberadaannya haruslah 
dalam sutu kegiatan yang memberikan pengabdian kepada masyarakat, 
maka ia hanya dapat berkembang dan tumbuh dalam masyarakat juga.
33
 
Pada hakikatnya suatu lembaga selalu melakukan tindakan bukan 
untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk memenuhi tugas-tugas sosial 
tertentu, yaitu untuk memuaskan kebutuhan khusus dari masyarakat, 
kelompok orang atau perorangan. 
4. Kedudukan Hukum Asuransi   
Kedudukan Hukum Asuransi Mengenai kedudukan hukum 
asuransi, diatur dalam dua peraturan, yaitu : 
a. Peraturan pertanggungan dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Dagang (KUHD) ialah : 
1) Buku I, Bab IX, tentang ”Pertanggungan pada Umumnya” (Pasal 
246 sampai dengan 286), 
2) Buku I, Bab X, tentang ”Pertanggungan Kebakaran, bahaya hasil 
panenan dan pertanggungan jiwa” (Pasal 287 sampai dengan 308) 
3) Buku II, Bab IX, tentang ”Pertanggungan terhadap bahaya laut” 
(Pasal 592 sampai dengan 685) 
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4) Buku II, Bab X, tentang ”Pertanggungan terhadap bahaya dalam 
pengangkutan darat dan di perairan (Pasal 686 sampai dengan 
695). 
b. Peraturan pertanggungan di luar KUHD, misalnya:  
1) Ordonantie op hel levensverzekeringbedrijf, S.1941-101, 
2) Pertanggungan terhadap pencurian dan pembongkaran (diefstel en 
inbraak), 
3) Pertanggungan terhadap kerugian perusahaan (bed rijfsschade) 51  
4) Pertanggungan terhadap kecelakaan (ongevallenverzekering), 
5) Pertanggungan kredit (credietverzekering), yaitu pertanggungan 
terhadap kerugian yang disebabkan karena insolvabilitas dari para 
kreditur, 
6) Pertanggungan perusahaan (bedrijfsverzekering), yaitu 
pertanggungan terhadap kerugian yang disebabkan karena 
menjalankan perusahaan, 
7) Wettelijk aansprakelijkheidverzekering” atau ”third party liability 
(TPL only) atau TJH (Tanggung Jawab menurut hukum).36 
Adanya ketentuan-ketentuan secara khusus mengenai asuransi 
tersebut maka dalam pelaksanaannya diatur secara khusus pula 
misalnya tentang asuransi kecelakaan diri yang diatur dalam Polis 
Asuransi Kecelakaan Diri No. JRP.0093.002.
34
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5. Jenis-Jenis Asuransi 
Jenis-jenis asuransi yang dikenal saat ini banyak sekali, maka untuk 
kepentingan tulisan ini perlu ditinjau tentang penggolongan atau 
penjenisan asuransi yang di dapat dari berbagai sumber. Menurut Abdul 
Muis, SH, MS, bahwa dalam garis besarnya menurut pembahagian klasik 
ada dua jenis asuransi yaitu asuransi sejumlah uang (sommen verzekering) 
dan asuransi ganti kerugian (schade verzekering). Tetapi dengan 
perkembangan usaha perasuransian muncul satu jenis asuransi lagi yaitu 
asuransi varia (varia verzekering). 
Menurut beliau, dalam asuransi sejumlah uang (sommen 
verzekering), besarnya uang asuransi sudah ditentukan sebelumnya tanpa 
perlu ada suatu hubungan antara kerugian yang diderita dengan besarnya 
jumlah uang yang diberikan penanggung. Lain halnya dengan asuransi 
kerugian (schade verzekering), ganti rugi yang diberikan penanggung 
kepada tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang diderita dan 
kerugian itu adalah akibat dari peristiwa untuk mana asuransi itu diadakan. 
Sedangkan asuransi varia atau disebut juga dengan asuransi campuran 
(kombinasi) unsur-unsur yang ada dalam asuransi sejumlah uang dan 
asuransi ganti kerugian. Timbulnya ganti rugi yang akan dibayar oleh 
penanggung tidak lagi digantungkan pada besar kecilnya kerugian tetapi 
sudah ditentukan besarnya sejumlah uang. Di dalam hukum asuransi 
adakalanya premi yang dibayar tertanggung pada suatu masa tertentu akan 
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dikembalikan kepada tertanggung. Menurut Abdul Muis, SH., MS, maka 
asuransi dapat dibedakan :  
a. Asuransi murni, jenis asuransi seperti ini uang premi yang dibayar 
tertanggung tidak mungkin dikembalikan kepada tertanggung kecuali 
kalau terjadi premi restorno.  
b. Asuransi tidak murni, dalam jenis asuransi ini terkandung unsur 
menabung. Jadi walaupun tidak terjadi onzekker voorval (peristiwa 
yang tidak pasti yang menjadi objek asuransi), penanggung dalam 
jangka waktu tertentu akan membayar sejumlah uang yang sudah 
diperjanjikan kepada tertanggung. Asuransi jenis ini biasanya kita 
jumpai dalam asuransi sejumlah uang seperti misalnya asuransi jiwa 
dwi guna, tri guna, dan sebagainya.
35
 
Kitab undang-undang hukum dang kuhd di dalam Pasal 247 
menyebutkan tentang 5 macam asuransi ialah  
a. Asuransi terhadap kebakaran 
b. Asuransi terhadap bahaya hasil-hasil pertanian 
c. Asuransi terhadap kematian orang(asuransi jiwa) 
d. Asuransi terhadap bahaya laut dan perbudakan  
e. Asuransi bahaya dalam pengangkutan di darat dan di sungai-sungai.36 
Menurut abdul kadir muhammad, asuransi dapat di klarifikasikan menurut 
berbagai kriteria yang dapat ditinjau dari segi ketentuan undang-undang yang 
mengaturnya.
37
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a. Menurut sifat perikatan 
1) Asuransi sukarela 
Asuransi sukarela adalah asurans secara bebas tanpa ada paksaan 
yang di lakukan antara penaggung dan tergugat sesuai dengan 
perjanjian sukarela  
2) Asuransi wajib 
Asuransi wajib adalah asuransi yang di tentukan oleh pemerintah 
bagi warganya yang bersifat wajib dan ditentukan oleh undang-
undang , salah satunya asuransi sosial. 
b. Menurut jenis resiko  
1) Asuransi resiko perseorangan 
Asuransi resiko perseorangan adalah asuransi yang bergerak 
dibidang perlindungan terhadap individu,risiko pribadi dari 
ancaman bahaya atau peristiwa tidak pasti misalnya rumah pribadi. 
2) Asuransi resiko usaha  
Asuransi resiko usaha adalah asuransi yang bergerak dibidang 
perlindungan terhadap usaha dari ancaman bahaya atau eristiwa 
tidak pasti berkaitan dengan resiko usaha yang mungkin dihadapi  
c. Menurut jenis usaha 
Berdasarkan jenis usahanya asuransi dibedakan menjadi 4 
(empat) macam seperti yang diatur dalam udang-undag asuransi yaitu: 
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a) Asuransi kerugian 
Asuransi kerugian adalah asuransi khusus yang bergerak di bidang 
jasa perlindungan terhadap harta kekayaan dari ancaman bahaya 
atau peristiwa tidak pasti. 
b) Asuransi jiwa 
Suransi jiwa adalah asuransi khusus yang bergerak di bidang jasa 
perlindungan terhadap keselamatan jiwa seseorang dari ancaman 
bahaya kematian. 
c) Reasuransi  
Reasuransi adalah asuransi kepada pihak ketiga atau asuransi 
ulang, dikarenakan perusahaan asuransi kerugian atau 
perasuransian jiwa tidak ingin menanggung resiko yang terlalu 
berat. 
d) Asuransi sosial 
Asuransi sosial adalah asuransi yang khusus bergerak di bidan jasa 
perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan raga masyrakat umum 
dari ancaman bahaya kecelakaan lalu lintas , kecelakaan kerja, 
berkurangna kemampuan karena usia lanjut.
38
 
6. Tujuan Asuransi  
a. Pengalihan resiko  
Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan 
resiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan 
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membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), 
sejak itu pula resiko beralih kepada penanggung. 
b. Pemberian ganti kerugian 
Jika suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang 
menimbulkan kerugian (resiko berubah menjadi kerugian),maka 
kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian yang besarnya 
seimbang dengan jumlahasuransinya. Dalam prakteknya kerugian yang 
timbul itu dapat bersifat sebagian(partial loss),tidak semuanya berupa 
kerugian total (total loss). Dengan demikian , tertanggun mengadakan 
asuransi bertujuan untuk memperoleh Pemberian ganti kerugian yang 
sungguh-sungguh di derita.
39
 Dalam Pemberian ganti kerugian oleh 
perusahaan asuransi berlaku prinsip subrogasi (diatur dalam Pasal 
1400 kitab undang-undang hukum perdata )dimana penggantian hak si 
berpiutang(ertanggung)oleh seorang pihak ketiga(penanggung/pihak 
asuransi)yang membayar kepada si berpiutang (nilai klaim asuransi) 
terjadi baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. 
7. Sifat Asuransi  Sebagai Gejala Hukum 
Dari pendapat Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. tetap sifat 
Asuransi sebagai gejala Hukum  ada 5 sifat yaitu: 
a. Sifat persetujuan 
Semu Asuransi berupa suatu persetujuan tertntu, yaitu suatu 
permufakatan anatar dua phak atau lebih dengan maksud akan mecapai 
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suatu tujuan yang dalam persetujuan itu seseorang ata lebih berjanji 
terhadap seseorang lain atau lebih (Pasal 1313 BW) 
b. Sifat timbal balik 
Merupakan suatu persetujuan timbal balik yang berarti masing-
masing pihak berjanji akan melakukan sesuatu bagi pihak lain. Pihak 
terjamin berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak 
terjamin, apabila suatu peristiwa tertentu akan terjadi.  
c. Sifat konsensual 
Merupakan suatu persetujuan yang bersifat konsensual, yaitu 
sudah dianggap terbentuk dengan adanya kata sepakat belaka antara 
kedua belah pihak. Menurut Mr. H.j Schltema dalam bukunya 
„Verzekeringsrecht” bahwa di zaman dahulu persetujun asuransi pernh 
dianggap sebagai persetujuan yang bersifat real seperti persetujuan 
penitipan barang.persetujuan ini di anggap berbentuk,apabila ada 
terjadi suatu perbuatan tertentu.sebagai perbuatan tertentu ini,bagi 
asuransi di anggap Pemberian uang premi oleh si terjamin. 
d. Sifat perkumpulan 
Jenis asurasi ini yaitu asuransi yang saling menjamin yang 
bersifat perkumpulan(verening) yaitu terbentuk di antara para terjamin 
selaku anggota. 
e. Sifat perusahaan 
Jenis asuransi secara premi,diadakan antara pihak penjamin 
dengan pihak terjamin, tanpa ikatan hukum antara terjamin ini dengan 
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orang lain yang juga menjadi pihak terjamin terhadap si penjamin 
tadi.
40
 
Kesimpulan sifat-sifat asuransi sebagai gejala hukum yaitu: 
a. Bahwa Asuransi itu timbul berdasarkan suatu perjanjian 
b. Bahwa Asuransi itu adalah suatu prjanjian bersyarat (pelaksanaan 
perjanjian bergantung pada suatu yang tidak tertentu/tidak pasti) 
c. Bahwa perjanjian itu bersifat timbal balik 
d. Bahwa tujuan dari perjanjian itu adalah untuk mengalihkan resiko 
kepada penanggung(yang di lanjutkan dengan menyebarkan / 
membagi-bagikan risiko) 
e. Bahwa denga mengalihkan resiko itu ada kewajiban tertanggung 
membayar premi 
f. Bahwa tertanggung akan menerima gant rugi sejumlah yang di derita 
dari penanggung.kalau ada ganti rugi bahwa tertanggung sungguh-
sungguh menderita dan ia akan memperoleh sejumlah uang dari 
enanggung sebagai penganti dari kerugian yang ia derita. 
g. Bahwa dalam perjajian Asuransi itu pada pihak tertanggung yang 
menerima ganti rugi harus melekat sifat mempunyai kepentingan atas 
peristiwa yang tidak tertentu itu agar ia tidak menderita lagi.
41
 
8. Penanggung  
Pengertian penanggung secara umum, adalah pihak yang menerima 
pengalihan risiko dimana dengan mendapat premi, berjanji akan 
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mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang telah disetujui, 
jika terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, yang 
mengakibatkan kerugian bagi tertanggung. Dari pengertian penanggung 
tersebut, terdapat hak dan kewajiban yang mengikat penanggung.  
Hak-hak dari penanggung adalah :  
a. Menerima Premi  
b. Mendapatkan Keterangan Dari Tertanggung Berdasar Prinsip Itikad 
Terbaik. (Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)  
c. Hak-Hak Lain Sebagai Imbalan Dari Kewajiban Tertanggung 
9. Tertanggung 
Pengertian tertanggung secara umum adalah pihak yang 
mengalihkan risiko kepada pihak lain dengan membayarkan sejumlah 
premi.
42
 Berdasar Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 
(KUHD) yang dapat bertindak sebagai tertanggung adalah sebagai 
berikut: “Bilamana seseorang yang mempertanggungkan untuk diri 
sendiri, atau seseorang, untuk tanggungan siapa diadakan pertanggungan 
oleh seorang yang lain, pada waktu pertanggungan tidak mempunyai 
kepentingan atas benda tidak berkewajiban mengganti kerugian”. 
Berdasarkan Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) 
tersebut yang berhak bertindak sebagai tertanggung adalah pihak yang 
mempunyai interest (kepentingan) terhadap obyek yang 
dipertanggungkan. Apabila kepentingan tersebut tidak ada, maka pihak 
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penanggung tidak berkewajiban memberikan ganti kerugian yang diderita 
pihak tertanggung. Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 
(KUHD) menentukan, selain mengadakan perjanjian asuransi untuk 
kepentingan diri sendiri, juga diperbolehkan mengadakan perjanjian 
asuransi untuk kepentingan pihak ketiga, baik berdasarkan pemberian 
kuasa dari pihak ketiga itu sendiri ataupun di luar pengetahuan pihak 
ketiga yang berkepentingan. Tertanggung dalam pelaksanaan perjanjian 
asuransi mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, 
sehingga apabila terjadi peristiwa yang tidak diharapkan yang terjamin 
kondisi polis maka penanggung dapat melaksanakan kewajibannya. 
Defenisi di atas sudah menjelaskan bagaimana penanggung dan 
tertanggung mempunyai hak dan kewajiban yang harus di penuhi , yang 
mana tertanggung harus membayarkan premi yang sudah di tetapkan 
sedangkan penanggung harus mengeluarkan hak si tertanggung.  
Prinsip-Prinsip  Dalam asuransi, baik asuransi kerugian maupun 
asuransi jiwa, memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi 
seluruh penyelenggaraan kegiatan perasuransian dimanapun berada, 
terdapat 4 (empat) prinsip utama, yaitu:  
a. Prinsip Kepentingan  
Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) 
mengatur bahwa apabila seseorang mengadakan suatu perjanjian 
pertanggungan terhadap diri sendiri atau apabila diadakan suatu 
pertanggungan, tetapi pada saat diadakan pertanggungan ternyata 
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tidak mempunyai kepentingan (interest) terhadap harta benda yang 
dipertanggungkan itu, penanggung tidak diwajibkan untuk 
memberikan ganti rugi bila terjadi kerugian. Prinsip kepentingan 
menegaskan bahwa orang yang menutup asuransi harus mempunyai 
kepentingan (interest) atas harta benda yang dapat diasuransikan 
(insurable). Jadi, pada hakikatnya yang diasuransikan bukanlah harta 
benda itu, tetapi kepentingan tertanggung atas harta benda itu.  
b. Prinsip Jaminan 
Dengan adanya insurable interest yang legal dan patut, maka 
sebagai konsekuensinya adalah jaminan (indemnity) dari pihak 
penanggung bahwa penanggung akan memberikan ganti rugi bila 
tertanggung benar-benar menderita kerugian atas insurable interest 
itu, yang disebabkan oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya. 
Menurut prinsip ini, tertanggung hanya boleh memperoleh ganti rugi 
maksimal sebesar kerugian yang dideritanya, sekedar untuk 
mengembalikannya pada kedudukan semula. 
c. Prinsip Kepercayaan  
Dalam asuransi, kepercayaan (trust) dari penanggung 
mendapat tempat terhormat dalam setiap penutupan asuransi. Bila 
tidak ada kepercayaan dari pihak penanggung, maka bisnis asuransi 
akan mengalami kegagalan.  
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d. Prinsip Itikad Baik 
Sudah seharusnya kepercayaan pihak penanggung diimbangi 
dengan itikad baik oleh pihak tertanggung, yaitu dengan 
memberitahukan semua keterangan dan data yang diketahuinya atas 
interest yang akan ditutup asuransinya. Dalam skope kepercayaan 
dan itikad baik ini, kepentingan penanggung dilindungi oleh Pasal 
251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang 
menegaskan bahwa bila penanggung mengetahui kemudian bahwa 
keterangan dan data yang diberitahukan oleh tertanggung berbeda 
dari keterangan dan data yang sebenarnya dari barang tersebut, 
penanggung dapat membatalkan polis (sekalipun premi telah dibayar 
oleh tertanggung bahkan sekalipun barang telah menderita 
kerugian).
43
 
ASURANSI PENGANGKUTAN LAUT 
1. Asuransi pengangkutan laut dapat di bagi menurut benda 
pertanggungan, yaitu:asuransi rangka kapal (hull) dan barang muatan 
(cargo). 
a. Pertanggungan rangka kapal mencakup pertanggungan-
pertanggungan: 
1) Rangka dan mesin-mesin 
2) Pengeluaran Pemberian 
3) Uang angkutan 
4) Uang premi 
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5) Pertanggung jawaban pengusaha kapal 
b. Pertanggungan barang muatan mencakup pertanggungan-
pertangungan: 
1) Barang muatan itu sendiri 
2) Biaya mengangkut 
3) Keuntungan yang di harapkan 
4) Uang premi44 
  
B. Pengertian Perjanjian   
Buku III BW berjudul “Perihal Perikatan” perkataan “Perikatan” 
(Verbintenis) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan “perjanjian”, 
sebab dalam buku III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama 
sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu peruhal 
perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (Onrechtmatig 
daad) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang 
lain yang tidak berdasarkan persetujuan (zaakwaarneming) tetapi, sebagian 
besar dari buku III di tujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari 
persetujuan/perjanjian.
45
 
Perjanjian adalah peristiwa seorang berjanji kepada seorang lain atau 
dua orang itu berjanji untuk melakukan suatu hal. Menurut Pasal 1313 KUH 
Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Ketentuan Pasal 
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ini kurang tepat, karena ada beberapa kelemahan yang perlu di koreksi, 
kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut.
46
 
1. Hanya menyangkut sepihak saja  
2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa consensus 
3. Pengertian perjanjian terlalu luas  
4. Tanpa menyebut tujuan  
Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka perjanjian dapat dirumuskan 
sebagai berikut “perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang 
atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai 
harta kekayaan” apabila diperinci , maka perjanjian itu mengandung unsur-
unsur sebagai berikut: 
a. Ada pihak-pihak, sedikit-dikitnya dua orang (subjek) 
b. Ada persetujuan antara pihak-pihak (consensus) 
c. Ada objek yang berupa benda 
d. Ada tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan) 
e. Ada bentuk tertentu , lisan atau tulisan. 
1. Pengertian Perjanjian Asuransi  
Menurut Emy pangaribuan simanjuntak dalam buku Hukum 
Asuransi Indonesia, dari Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 
(KUHD) di atas bahwa sifat-sifat asuransi adalah dapat diuraikan seperti di 
bawah ini.
47
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a. Bahwa asuransi itu asasnya adalah suatu perjanjian kerugian , dalam 
hal ini jelas bahwa penanggung mengikat diri untuk mengganti 
kerugian yang diganti itu adalah seimbang dengan kerugian kerugian 
kerugian yang sesungguh-sungguhnya diderita  
b. Bahwa asuransi itu adalah suatu perjanjian bersyarat artinya 
kewajiban mengganti rugi dari penanggung hanya dilaksanakan kalau 
peristiwa yang tertentu atas mana ditiadakan asuransi itu terjadi .  
2. Prinsip-Prinsip dalam Asuransi Atau Pertanggungan 
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) 
merupakan prinsip dasar asuransi atau petanggungan adalah sebagai 
berikut : 
a. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan atau dipertanggungkan 
(insurable interest)  
Pinsip kepentingan yang bisa diasuransikan atau 
dipertanggungkan ini terkadang dalam ketentuan Pasal 250 Kitab 
Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang pada intinya 
menentukan bahwa agar suatu perjanjian asuransi dapat dilaksanakan, 
maka objek yang diasuransikan haruslah merupakan suatu 
kepentingan yang dapat diasuransikan, yakni kepentingan yang dapat 
dinilai dengan uang. Dengan perkatan lain menurut asas ini seseorang 
boleh measuransikan barang-barang apabila yang berangkutan 
mempunyai kepentingan atas barang yang di pertaggugkan.  
b. Prinsip keterbukaan (utmost good faith) 
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Prinsip keterbukaan (utmost good faith) ini terkadang dalam 
ketentuan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) 
yang pada intinya menyatakan bahwa penutupan asuransi baru sah 
apabila penutupannya didasari itikad baik  
c. Prinsip Indemnity 
Prinsip indemnity terkandung dalam ketentuan Pasal 252 dan 
Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Menurut 
prinsip indemnity bahwa yang menjadi dasar penggantian kerugian 
dari penanggung kepada tertanggung adalah sebesar kerugian yang 
sesungguhnya di derita oleh tertanggung dalam arti tidak di benarkan 
mencari keuntunggan dari ganti rugi asuransi atau pertanggungan. 
Dengan perkatan lain, inti dari prinsip indemnity adalah seimbang, 
yakni seimbang antara kerugian yang betul-betul di derita oleh 
tertanggung dengan jumlah ganti kerugiaan.
48
 
d. Prinsip subrogasi untuk kepentinggan penanggung 
Prinsip subrogasi ini terkandung ketntuan Pasal 284 Kitab 
Undang-Undang Hukum Dagang  (KUHD) yang pada intinya 
menentukan bahwa apabila tertanggung sudah mendapatkan 
penggantian atas dasar prinsip indemnity , maka si tertanggung tak 
berhak lagi memperoleh penggantian dari pihak lain, walaupun jelas 
ada pihak lain yang bertanggung jawab pula atas kerugian yang 
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dideritanya. Penggantian dari pihak lain harus diserahkan pada 
penanggung yang telah memberikan ganti rugi dimaksud.  
3. Bentuk-Bentuk Prinsip Perjanjian Asuransi Atau Pertanggungan  
Asuransi atau pertanggungan merupaka perjanjian timbal balik, 
dalam arti suatu perjanjian, dalam mana kedua belah pihak masing-masing 
mempunyai kewajiban yang senilai, dimana pihak tertanggung mempunyai 
kewajiban yang senilai, dimana pihak tertanggung mempunyai kewajiban 
untuk membayar premi, yang jumlahnya di tentukan oleh penanggung, 
sedangkan pihak penanggung memiliki kewajiban untuk mengganti 
kerugian yang diderita oleh tertanggung. 
Menurut ketentuan Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum 
Dagang (KUHD) detentukan bahwa semua asuransi atau pertanggunggan 
harus dibentuk secara tertulis dengan akta yang dinamakan polis . 
Polis asuransi atau pertanggungan merupakan isi dari perjanjian 
asuransi. Dalam ketentuan Pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum 
Dagang (KUHD) ditentukan bahwa isi polis untuk asuransi atau 
pertanggungan pada umumnya kecuali asuransi jiwa harus memuat: 
a. Hari pembentukan asuransi  
b. Nama pihak yang selaku tertanggung menyetujui terbentuknya 
asuransi, yaitu atas tertanggungnya sendiri atu atas tertanggunggan 
orang lain. 
c. Penyebutan yang cukup terang dari hal atau objek yang dijamin 
d. Jumlah uang , untuk mana diadakan jaminan (uang asuransi) 
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e. Bahaya-bahaya yang di taggung oleh sipenanggung 
f. Mulai dan akhir tenggang waktu dimana diadakan jaminan oleh 
peanggung  
g. Uang premi yang harus dibayar oleh tertanggung  
h. Pada umumnya semua hal-hal yang perlu diketahui oleh pihak 
penanggung. serta semua janji-janji tertentu yang diadakan antara 
kedua belah pihak.  
4. Resiko Dalam Asuransi Atau Pertanggungan  
Secara umum arti resiko dalam pengertian hukum adalah beban 
kerugian yang diakibatkan karena suatu peristiwa di luar kesalahannya. 
Dalam pengertian lain, bisa juga dikemukakan bahwa yang dimaksud 
dengan resiko adalah sesutu ketidak tentuan yang berarti kemungkinan 
terjadi suatu kerugian dimasa yang akan datang. Jadi, dalam pengertian ini 
asuransi atau pertanggugan menjadi suatu ketidak pastian menjadi kepastian 
yaitu dalam hala terjadinya suatu krugian.
49
 Maka akan memperoleh ganti 
rugi. misalnya suatu perusahaan pelayaran yang memiliiki banyak kapal 
yang harganya miliaran rupiah . disini resiko perusahaan pelayaran itu 
terlalu besar untuk dipikul sendiri oleh pemiliknya, sehingga pengusaha 
pelayaran tersebut selalu khwatir apabila ada bahaya yang menimpa harta 
miliknya. Agar perusahan peayaran tersebut dapat bekerja denga tenang , 
tanpa khwatir akan timbulnya krugian yang disebabkan karena datangnya 
bahaya yang tak disangka-sangka, maka di butuhkan suatu perusahaan yang 
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bersedia mengambil alih resiko yang besar itu. Perusahaan yang di 
butuhkan tersebut adalah perusahaan asuransi atau pertanggungan . yang 
sanggup mengambil alih risiko dengan cara mengadakan perjnjian asuransi 
atau pertanggungan. 
50
 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan 
risiko dalam hukum asuransi atau pertanggungan adalah suatu peristiwa 
yang terjadi di luar kehendak pihak tertanggung yang menimbulkan 
kerugian bagi tertanggung. Risiko mana merupakan objek jaminan asuransi 
atau pertanggungan. Mengenai resiko dalam asuransi beraneka ragam , 
antara lain adalah: 
a. Risiko murni  
Risiko murni (pure risk) adalah suatu peristiwa yang masih 
tidak pasti bahwa suatu kerugian akan timbul, dimana jika kejadian 
tersebut terjadi, maka timbullah kerugian itu, sedangkan jika kerugian 
itu tidak terjadi, maka keadaan sama sekalu seperti sediakala (tidak 
untung atau tidak rugi). Melihat kepada objek yang terkena rsiko, maka 
resiko murni terdiri dari tiga jenis yaitu.
51
 :  
1) Resiko perorangan (personal risk) merupakan suatu resiko yang 
tertuju langsung kepada orang yang bersangkutan, yakni yang akan 
mempengarugi secara langsung terhadap pengahsilannya. 
Misalnya, si fulan dirawat di rumah sakit karena sakit yang serius 
sebab itu, risiko si A dilindungi oleh asransi kesehatan.  
                                                 
50
 Ibid.h,206 
51
 Abdul R saliman, Ibid ,h,203 
  
48 
2) Risiko harta benda (properti risk) adalah suatu resiko yang tertuju 
kepada harta benda milik orang tersebut, yakni risiko atas 
kemungkinan hilang atau rusaknya harta bend tersebut. Misalnya si 
badu memiliki harta benda berupa mobil , maka risikonya adalah 
kemungkinan rusak, hilang atau musanah. sebab itu, resiko tersebut 
dilindungi oleh asuransi kendaaan bermotor.
52
  
3) Risiko tanggung jawab (liabilit risk) adalah resiko yag mungkin 
akan timbul karena seseorang harus bertanggung jawab karena 
melakukan kerugian terhadap orang lain , mialnya si a menabrak 
orang lain yang meyebabkan si a harus membayar kerusakan 
kendaraan orang yang ditabrak dan atau harus membiayai 
pengobatan orang yang ditabraknya.  
b. Risiko spekulasi  
Berbeda dengn resiko murni , maka resiko spekulasi merupkan 
kejadian yang akan terjadi yang menimbulkan dua kemungkinan, 
dimana kemungkinan pertama adalah akan memperoleh keuntungan, 
sedangkan kemungkinan kedua adalah dia akan menderita kerugian.  
c. Risiko khusus  
Resiko khusus adalah resiko yang terbit dari tindakan individu 
dengan dampak hanya terhadap seseorang tertentu saja. Misalnya, 
risiko berupa kebakaran pada mobil sesorang, yang tidak menyebabkan 
kebakaran pada mobil orang lain.  
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Berkaitan dengan resiko-rsiko tersebut, maka dalam 
penanganannya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
1) Menghindari resiko (avoidance) 
2) Mengurangi resiko (reduction) 
3) Memperthankan esiko (retention) 
4) Membagi resiko (risk sharing) 
5) Mengalihkan resiko (transfer) 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan dari hasil penelitian ini di peroleh beberapa kesimpulan 
yang secara ringkas antara lain terkait dengan pokok permasalahan yang telah 
dirumuskan pada bab terdahulu disimpulkan bahwa: 
1. Pelaksaan Pemberian asuransi pada kecelakaan penggunaan jasa 
angkutan wisata di Kota Pariaman Sumatera Barat belum terlaksana 
dengan baik. karena Dinas Pariwisata dan pihak asuransi belum 
melaksanakan dengan maksimal apa yang seharusnya mereka perbuat 
dan lakukan terhadap kapal yang beroperasi di sekitaran pantai Kata 
tersebut yang mana sudah di jelaskan di atas kapal tersebut adalah alat 
transportasi yang di gunakan untuk mengangkut wisatawan ke pulau 
Angso Duo tersebut. Dengan begitu seharusnya pihak dinas pariwista 
lebih memperhatikan kapal-kapal tidak membayarkan premi agar apabila 
terjadi kecelakaan asuransi tersebut dapat di klaim sebagaimana 
mestinya. 
2.  Faktor penghambat Pemberian asuransi/kurang terlaksanannya 
Pemberian asuransi terhadap kecelakaan yang pernah terjadi di pulau 
Angso Duo Pariaman Sumatera Barat dikarenakan adanya kapal-kapal 
illegal atau kapal yang tidak terdaftar kapalnya kepada pihak Dinas 
Kebudayaan dan pariwisata Pariaman. Hal ini menjadi salah satu 
penyebab kurang terlaksananya Pemberian asuransi kecelakaan kapal 
pulau Angso Duo. 
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B. Saran  
1. Untuk dinas pariwisata agar meningkatkan pengawasan dan mendata 
kembali berapa banyak Kapal Motor  yang beroperasi untuk mengangkut 
wisatawan ke pulau angso duo dan memberikan sosialisasi kepada 
pemilik Kapal Motor agar leih memperhatikan dan mementingkan 
keselamatan wisatawan atau penumpang Kapal Motor . karena ini salah 
satu usaha yang beresiko tinggi agar mengurangi rasa takut terhadap 
masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke pulau Angso Duo. 
Dengan menjaga keamanan dan keselamatan penumpang ini akan 
menjadi dayatarik tersendiri bagi wisatawaan yang ingin berkunjung ke 
pulau tersebut dan menambah daya Tarik wisata terhadap pulau tersebut 
dan bisa menambah pemasukan bagi pemilik Kapal Motor.  
2. Untuk pemilik Kapal Motor angkutan pariwisata Pulau Agso Duo agar 
lebih memperhatikan keselamatan penumpang/wisatawan yang ingin 
berkunjung ke pulau tersebut , menjaga Kapal Motor nya agar tidak 
terjadi kerusakan mesin di tengah laut karena itu sangat berbahaya bagi 
penumpang/ wisatawan dan membayarkan premi kepada pihak suransi 
agar klau terjadi sesuatu yang tidak di inginkan asuransi penumpang 
terjamin dan bisadi keluarkan dari pihak asuransi.  
3. Untuk para wisatawan sudah seharusnya  lebih mengindahkan peraturan-
peraturan atau himbauan yang sudah disampaikan oleh pengelola Pulau 
Angso Duo. Lebih ditingkatkan lagi kesadaran pengunjung untuk 
menjaga keselamatan diri ataupun keluarganya,dengan menggunakan 
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Kapal Motor yang telah di terdaftar dan memberikan jaminan asuransi 
dari dinas kebudayaan dan pariwisata kota pariaman Kawasan wisata di 
Pulau Angso Duo lalu rambu-rambu yang telah di buat oleh pemerintah 
setempat di langgarnya.  
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badan eksekutif mahasiswa universitas (BEM-UNIV), di eksternal kampus penulis 
aktif sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) 
Atas berkat rahmat Allah SWT serta doa dan dukungan dari orang-orang tercinta 
terkhusus kedua orang tua, adek penulis Selmi Mutiah dan M Prabowo Wiguna, 
penulis berhasil menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1) dengan mengambil 
penelitian berjudul “Pemberian Asuransi terhadap kecelakaan pengguna  jasa 
angkutan pariwisata berdasarkan  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 
Tentang  Pariwisata Di Pulau Angso Duo Pariaman Sumatera Barat” 
